
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN1  

I. PENDAHULUAN  

 

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan 

(AKD) yang melaksanakan fungsi penegakan etik. MKD bertujuan menjaga dan menegakkan 

kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. MKD 

melaksanakan fungsi pencegahan dan pengawasan serta penindakan. Pelaksanaan tugas, fungsi 

dan wewenangnya MKD tertuang dalam Pasal 121A, Pasal 122 dan Pasal 122A Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pasal tersebut merupakan revisi dan 

perluasan tugas, fungsi dan weweng MKD. Dalam Pasal 122 huruf g UndangUndang Nomor 

17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD disebutkan bahwa salah satu tugas MKD 

adalah memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik.  

Mekanisme penanganan perkara pelanggaran Kode Etik dapat didahului dengan 

penyelidikan dan verifikasi. Penyelidikan dan verifikasi dilaksanakan baik dalam rapat maupun 

kunjungan ke tempat kejadian perkara (TKP). Penanganan setiap perkara pengaduan tidak 

selalu dapat diselesaikan dalam satu masa persidangan, namun dapat berlanjut ke masa 

persidangan berikutnya.  

Jumlah Anggota MKD sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan jumlah pimpinan 

sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil 

Ketua. Dalam Periode Keanggotaan DPR RI Tahun 2019-2024, susunan Pimpinan MKD 

adalah sebagai berikut:  

- Habib Aboe Bakar Alhabsyi, S.E. (Ketua MKD/A-454/F-PKS);  

- Trimedya Panjaitan, S.H., M.H.(Wakil Ketua MKD/A-140/F-PDI Perjuangan);  

- H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn. (Wakil Ketua MKD/A-342/F-PG);  

- Habiburokhman, S.H., M.H. (Wakil Ketua MKD/ A-77/F-PGerindra); dan  

- Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A. (Wakil Ketua MKD/ A-

480/F-PAN).  

Dalam peralihan dari Masa Persidangan I ke Masa Persidangan II Periode Keanggotaan 

Dalam peralihan dari Masa Persidangan I ke Masa Persidangan II Periode Keanggotaan 2019-

2024 telah terjadi pergantian anggota MKD dari Fraksi Partai Demokrat, yaitu Dr. Benny 

Kabur Harman, S.H. yang digantikan oleh Sartono, SE., MM Dalam Masa Persidangan III 

terjadi pergantian 2 (dua) orang Anggota MKD dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan dan Partai Golongan Karya, yaitu :  

- H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. (F-PDIP/ A-216) digantikan oleh H. Yulian 

Gunhar, SH, MH;  

- Supriansa, S.H.,M.H. (F-PG/A-343) digantikan oleh Alien Mus (F-PG/A-347). 

 

II. PENANGANAN PERKARA DENGAN PENGADUAN  

 
1 Laporan Kinerja DPR RI Tahun Pertama 2019-2020, 1 Oktober 2019 – 13 Agustus 2020, hal.  945-953 



 

Pada Masa Persidangan I Periode Keanggotaan 2014-2019, terdapat 3 (tiga) perkara yang 

telah diputuskan selesai, yaitu:  

1. Perkara Nomor 129/PP-MKD/2019;  

2. Perkara Nomor 131/PP-MKD/2019; dan  

3. Perkara Nomor 132/PP-MKD/2019 

Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 merupakan masa persidangan yang 

diwarnai dengan pergantian Periode Keanggotaan DPR RI yang baru, yaitu Periode 

Keanggotaan 2019-2024. Dalam periode keanggotaan yang baru ini MKD menerima 3 (tiga) 

surat pengaduan dan berhasil memutuskan 1 (satu) perkara pengaduan, yaitu Perkara Nomor 

01/PP-MKD/2019-2020.  

Dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 yang dimulai pada 13 Januari 

2020 sampai dengan 22 Maret 2020, MKD telah menindaklanjuti dan memutuskan 1 (satu) 

perkara pengaduan, yaitu Perkara Nomor 03/PP-MKD/2020.  

Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 yang dimulai pada tanggal 23 Maret 

2020 sampai dengan 14 Juni 2020, MKD menerima 2 (dua) pengaduan, yaitu:  

1. Pengaduan dengan Nomor 17/Pengaduan yang diterima pada tanggal 30 Maret 2020; 

dan  

2. Pengaduan dengan Nomor 18/Pengaduan yang diterima pada tanggal 24 April 2020.  

Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020, tidak ada surat pengaduan yang 

masuk ke MKD. Kegiatan rapat internal MKD pada Masa Persidangan IV dilaksanakan dalam 

rangka menindaklanjuti pengaduan yang masuk pada Masa Persidangan sebelumnya dan telah 

diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi, rapat internal memutuskan bahwa ada beberapa 

pengaduan tidak ditindaklanjuti karena beberapa hal yaitu :  

1. Pengadu mencabut aduannya;  

2. Pengaduan tidak lengkap;  

Terkait pengaduan yang tidak lengkap ada tahapan proses yang dilalui sebelum pengaduan 

dinyatakan tidak ditindaklanjuti, dimana dalam tahapan tersebut Sekretariat MKD telah 

terlebih dahulu menghubungi Pengadu untuk memenuhi kelengkapan pengaduan sebagaimana 

tertuang dalam Tata Beracara MKD. Jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan pengadu 

tidak melengkapi aduannya, maka sesuai Pasal 11 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Tata Beracara, pengaduan tidak ditindaklanjuti.  

Rapat-rapat yang dilaksanakan dalam Masa Peridangan IV Tahun Sidang 2019-2020 antara 

lain:  

1. Rapat Pimpinan yang dilanjutkan dengan Rapat Intern tanggal 17 Juni 2020 dengan 

agenda:  

 

a. Menyusun Program Kerja Mahkamah Kehormatan Dewan Masa Persidangan IV 

Tahun Sidang 2019-2020;  

b. Membahas perkara dan surat yang masuk ke Mahkamah Kehormatan Dewan;  

c. Lain-lain.  



2. Rapat Intern tanggal 22 Juni 2020, dengan agenda:  

a. Melanjutkan pembahasan dan pengesahan Program Kerja Mahkamah Kehormatan 

Dewan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020;  

b. Membahas perkara dan surat yang masuk ke Mahkamah Kehormatan Dewan;  

c. Lain-lain. 

  

3. Rapat Intern tanggal 29 Juni 2020, dengan agenda :  

a. Pengambilan keputusan atas perkara yang sedang dibahas di Mahkamah 

Kehormatan Dewan;  

b. Lain-lain.  

 

Dalam Rapat Intern ini, MKD memutuskan 11 (sebelas) perkara Pengaduan yang 

masuk, yaitu:  

1) Perkara Pengaduan dengan nomor 5/PP-MKD/2020;  

2) Perkara Pengaduan dengan nomor 6/PP-MKD/2020;  

3) Perkara Pengaduan dengan nomor 7/PP-MKD/2020;  

4) Perkara Pengaduan dengan nomor 8/PP-MKD/2020;  

5) Perkara Pengaduan dengan nomor 9/PP-MKD/2020;  

6) Perkara Pengaduan dengan nomor 10/PP-MKD/2020;  

7) Perkara Pengaduan dengan nomor 11/PP-MKD/2020;  

8) Perkara Pengaduan dengan nomor 13/PP-MKD/2020;  

9) Perkara Pengaduan dengan nomor 14/PP-MKD/2020;  

10) Perkara Pengaduan dengan nomor 15/PP-MKD/2020; dan  

11) Perkara Pengaduan dengan nomor 18/PP-MKD/2020. 

 

4. Rapat Pimpinan tanggal 1 Juli 2020, dengan agenda:  

a. Menyusun Program Kerja Mahkamah Kehormatan Dewan Masa Persidangan IV 

Tahun Sidang 2019-2020;  

b. Membahas surat-surat yang masuk ke Mahkamah Kehormatan Dewan;  

c. Lain-lain.  

 

5. Rapat Pimpinan dan dilanjutkan dengan Rapat Intern tanggal 13 Juli 2020, dengan agenda:  

a. Melanjutkan pembahasan SOP penerimaan dan verifikasi administrasi pengaduan;  

b. Lain-lain. 

 

III. PENANGANAN PERKARA TANPA PENGADUAN  

Pasal 4 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD 

menjelaskan bahwa Perkara Tanpa Pengaduan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh 

Anggota DPR RI yang berupa:  

1. Ketidakhadiran dalam rapat-rapat yang menjadi kewajibannya, yaitu: (1) Rapat 

Paripurna, dan (2) Rapat Alat Kelengkapan DPR RI;  

2. Pelanggaran terhadap UU yang mengatur tentang MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD 

serta peraturan yang mengatur tentang Tata Tertib dan Kode Etik yang menjadi 

perhatian publik;  



3. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau  

4. Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun dan telah memeperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.  

Dalam kurun waktu Masa Persidangan I s.d. IV Tahun Sidang 2019-2020, MKD belum 

menangani perkara tanpa pengaduan. 

 

IV. KUNJUNGAN KERJA  

 

1. Kunjungan Kerja Dalam Negeri  

 

Selain menangani perkara Kode Etik, MKD juga melakukan kunjungan kerja ke 

beberapa provinsi dalam rangka sosialisasi dan penyelidikan perkara. Kunjungan kerja 

ke daerah juga dilakukan untuk menjalin kerja sama dengan penegak hukum yang 

terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik 

Indonesia. Hakikat dari kerja sama yang dimaksud adalah adanya kesepahaman dalam 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur fungsi, tugas, dan 

wewenang ketiga lembaga negara. 

 

Kegiatan Sosialisasi Peraturan DPR mengenai Kode Etik DPR, dimaksudkan untuk 

menghadirkan pemahaman bersama tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, 

DPR, DPD, dan DPRD, khususnya Pasal 121A yang mengatur mengenai pelaksanaan 

fungsi MKD yaitu: pencegahan dan pengawasan, dan penindakan. Ketentuan ini diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia.  

 

Adapun tujuan Sosialisasi Peraturan DPR mengenai Kode Etik DPR adalah untuk 

menyampaikan informasi dan masukan terhadap Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Peraturan 

DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.  

 

Dalam periode keanggotaan yang baru, MKD juga tengah mengupayakan dialog 

dengan kalangan akademisi dalam rangka mencari masukan terkait upaya penegakan 

etika. Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, Mahkamah Kehormatan 

Dewan telah melakukan kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Negeri sebagai berikut:  

a. Kunjungan Kerja ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;  

b. Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Tengah;  

c. Kunjungan Kerja ke Provinsi Kepulauan Riau;  

d. Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Utara. 

 

Pada Masa Persidangan II hingga IV Tahun Sidang 2019-2020 merupakan masa 

persidangan yang berbarengan dengan merebaknya pandemi Covid 19 di Indonesia, 



oleh karena itu MKD tidak melaksanakan kegiatan kunjungan kerja dalam negeri dan 

masih menunggu perkembangan kondisi new normal sebagai akibat dari merebaknya 

pandemi Covid-19. 

 

2. Kunjungan Kerja Luar Negeri  

 

a. Dewan periode 2019-2024 telah melakukan Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Korea 

Selatan pada 15-21 Desember 2019. Kegiatan kunjungan kerja luar negeri tersebut 

dilaksanakan atas dasar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 382/ PIMP/I/2019-2020 tanggal 5 Desember 2019 tentang 

Penugasan Delegasi Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia untuk Melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Negeri ke 

Korea Selatan dari tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 

2019 dengan tujuan mencari masukan dalam mempelajari tentang Penegakan Kode 

Etik dan Pelaksanaan Hak Imunitas yang berlaku di Parlemen Korea Selatan 

(National Assembly). Kunjungan kerja MKD ke Korea Selatan bertujuan untuk 

mempelajari tentang pelaksanaan sistem etika dan sistem penegakan kode etik di 

Parlemen Korea Selatan (National Assembly).  

 

Selama berlangsungnya kunjungan kerja (Kunker) tersebut, Delegasi MKD 

melakukan beberapa pertemuan antara lain:  

 

1) Pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan Dari 

pertemuan Delegasi Kunker MKD dengan Duta Besar RI untuk Korea Selatan 

Indonesia dapat disimpulkan bahwa perlu adanya upaya untuk mendorong 

benchmark ke Korea Selatan karena berdasarkan hasil studi mengenai 

kebudayaan, politik, sosial banyak hal yang mirip sehingga Indonesia dapat 

mengadopsi hal-hal baik yang telah dipraktekkan oleh Korea Selatan dalam 

membangun teknologi dan perkonomian bangsa  

 

2) Pertemuan dan diskusi dengan Prof. Won Taek Kang, Pakar Politik dari Seoul 

National University (SNU) Diskusi dengan Pakar Politik Seoul National 

University berlangsung dengan santai dan menarik. Dari pertemuan tersebut 

diperoleh informasi bahwa sejak Juli 2018 Korea Selatan tidak lagi memiliki 

Standing Committee yang menangani permasalahan sistem etik atau kode etik. 

Komite ini hanya bersifat nonpermanen atau adhoc, yang akan dibentuk jika 

ada permasalahan.  

 

3) Pertemuan dengan Pakar Politik dari People’s Solidarity for Participatory 

Democracy (PSPD) People’s Solidarity for Participatory Democtracy (PSPD) 

merupakan Non Governmen Organization (NGO) aatau LSM yang bergerak 

di bidang demokrasi dan berdiri sejak tahun 1994. PSPD dikenal aktif dalam 

memonitor dan memberikan kritik terhadap kasus penyalahgunaan kekuasaan 

baik di pemerintahan maupun parlemen. Dalam pelaksanaan tugasnya 

mengawasi kinerja pemerintah dan parlemen, PSPD menerima berbagai 

masukan dan pengaduan dari masyarakat untuk selanjutnya ditindaklanjuti 



dengan malakukan pengecekan dan klarifikasi terhadap pelaksana sistem 

pemerintahan dan parlemen. Jika pengaduan tersebut terbukti dan ditemukan 

adanya pelanggaran, maka pengaduan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan 

membentuk komite adhoc pelanggaran kode etik. 

 

b. Pada Masa Persidangan II hingga IV Tahun Sidang 2019-2020 merupakan masa 

persidangan yang berbarengan dengan merebaknya pandemi Covid 19 di Indonesia, 

oleh karena itu MKD tidak melaksanakan kegiatan kunjungan kerja luar negeri dan 

masih menunggu perkembangan kondisi new normal sebagai akibat dari 

merebaknya pandemi Covid-19. 

 

V. LAIN-LAIN  

 

1. Seminar Nasional  

 

Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI merupakan alat kelengkapan DPR RI yang 

bersifat tetap dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai lokomotif penegakan 

citra dan wibawa kelembagaan. Tujuan menjaga keluhuran dan martabat DPR RI 

sebagai lembaga perwakilan rakyat memerlukan mekanisme kerja strategis yang 

terwujud dari fungsi, tugas dan kewenangan yang dimilikinya.  

 

Atas dasar itu, MKD berupaya untuk terus-menerus menyesuaikan diri dengan 

dinamika dan tuntutan kelembagaan yang mampu menjawab berbagai problematika 

etis yang menyelimuti arena kelembagaan Wakil Rakyat. Tentu saja, bukan sekedar 

menyasar Anggota DPR RI itu sendiri, tapi juga seluruh komponen yang berada 

dalam sistem kerja lembaga DPR RI secara keseluruhan. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan adalah dengan menghimpun sejumlah opini dan gagasan tentang 

bagaimana arah kebijakan MKD saat ini melalui penyelenggaran Seminar Nasional 

tentang Arah Kebijakan MKD Periode 2019 – 2024. Banyak hal yang telah 

dilakukan oleh MKD pada masamasa sebelumnya yang dapat menjadi sumber 

inspirasi dan pertimbangan untuk merespons dinamika saat ini. Namun, masukan 

dari berbagai pihak tentu akan sangat membantu dalam upaya menentukan arah yang 

lebih komprehensif di masa yang akan datang.  

 

Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan dengan tema “Arah Baru 

Kebijakan MKD: Upaya Menghadirkan Peradaban Hikmah” dilaksanakan pada 

tanggal 24 Februari 2020 di Hotel Crowne Plaza, Jakarta. Seminar ini menghadirkan 

Ketua DPR RI, Ibu Dr. (H.C.) Puan Maharani selaku Keynote Speaker yang 

sekaligus membuka kegiatan yang diikuti oleh 249 (dua ratus empat puluh sembilan) 

orang Anggota Badan Keahlian DPRD Provinsi se-Indonesia dan kalangan umum 

yang terdiri dari mahasiswa dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM) 

 

Narasumber seminar terdiri dari para akademisi dengan latar belakang kepakaran di 

bidang etika, politik dan agama serta para praktisi/politisi yang terdiri dari Pimpinan 

DPR RI dan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Para Narasumber tersebut 

adalah:  



1. Dr (HC) Puan Maharani (Ketua DPR RI)  

2. Dr. Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua DPR RI)  

3. Habib Aboe Bakar Al Habsy, SE (Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan 

DPR RI)  

4. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn (Wakil Ketua Mahkamah 

Kehormatan Dewan DPR RI)  

5. Dr. Saleh Partaonan Daulay. M.Ag., M.Hum, MA (Wakil Ketua Mahkamah 

Kehormatan Dewan DPR RI)  

6. Drs. Fadholi (Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI)  

7. Sartono, S.E., M.M (Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI)  

8. Prof. Dr. Hamdan Zoelva (Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2015)  

9. Prof. Dr. Darwis Hude, M. Si (Cendekiawan Muslim)  

10. Prof. Dr. Alois A. Nugroho (Pakar Etika Unika Atmajaya)  

11. Dr. Haryatmoko (Pakar Etika Publik Universitas Indonesia dan Universitas 

Sanata Dharma)  

12. Dr. Arie Sujito (Pakar Politik Universitas Gajah Mada). 

 

Sesi pertama Seminar Nasional membahas tentang Eksistensi dan Kinerja Lembaga 

Penegakan Etika dengan menghadirkan para narasumber antara lain: Dr. Muhaimin 

Iskandar (Wakil Ketua DPR RI), Prof. DR. Hamdan Zoelva (Mantan Ketua 

Mahkamah Konstitusi), Prof. DR. Darwis Hude, M.Si (Cendekiawan Muslim) dan 

Dr. Haryatmoko (Pakar Etika Publik Universitas Indonesia dan Universitas Sanata 

Dharma).  

 

Salah seorang narasumber, yaitu Wakil Ketua DPR RI Korkesra, Dr. (HC) 

Muhaimin Iskandar, M.Si. mengungkapkan bahwa:  

 

• MKD berperan untuk mengawal etika guna menjaga kehormatan kelembagaan 

dan anggota DPR;  

• Kepercayaan kepada MKD tinggi untuk menjaga kehormatan, oleh karena itu 

diharapkan MKD dapat menyelesaikan perkara dengan benar jangan 

menimbulkan kesan mengadu domba anggota DPR;  

• Pilar demokrasi legislatif penting untuk menentukan formasi check and 

balances dan menjaga kontrol terhadap pemerintah. DPR mengontrol 

pemerintah. DPR dikontrol oleh rakyat. Agar kontrol masyarakat tidak menjadi 

anarkis, atau tidak menjadi trial by the press, maka MKD menjadi solusinya. 

Sidang kode etik menjadi klarifikasi dan menghindari kriminalisasi anggota 

DPR;  

• MKD menjadi penjaga gawang dan mengokohkan DPR sehingga melampaui 

definisi minimal demokrasi namun menciptakan demokrasi yang 

bertanggungjawab terhdap yang diwakilinya;  

• Diperlukan penguatan eksistensi tugas dan fungsi MKD  

 

Dr. Haryatmoko yang merupakan pakar di Bidang Etika Publik dari Universitas 

Indonesia dan Universitas Sanata Dharma memberikan usulan agar dilakukan 



pengkajian kembali terhadap fungsi utama MKD yang antara lain memuat fungsi-

fungsi berikut:  

• Mendorong profesionalitas dan integritas anggota DPR;  

• Komisi etika yang mengangkat masalah etika, memfasilitasi audit dan evaluasi 

kinerja, serta mendorong mekanisme whistle-blowing yang memberikan 

imbalan ada perlindungan hukum kepada pihak yang menjadi whistleblower.  

 

Prof. Dr. Hamdan Zoelva, memberikan beberapa saran dan komentar antara lain:  

• Kewenangan MKD seperti kewenangan KPK yang mencatat berbagai laporan 

kekayaan anggota DPR, namun cukup menjadi rahasia MKD, tidak diumumkan 

ke public;  

• MKD memperluas cakupan kinerja panel di MKD, yang tidak hanya dibentuk 

saat menyidangkan perkara dengan sanksi berat;  

• Perlu adanya upaya peningkatkan objektivitas, independensi dan imparsialitas 

MKD.  

 

Prof. Dr. Darwis Hude, M.Si. yang merupakan seorang Cendekiawan Muslim 

mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya MKD perlu 

menerapkan 6 prinsip hikmah yaitu keadilan, kebenaran, kejujuran, tanggung jawab, 

edukasi dan humanisme. Sesi kedua seminar mengangkat sub tema: “Arah Baru 

Eksistensi dan Kinerja MKD” menghadirkan para pembicara antara lain: Dr. Saleh 

Partaonan Daulay, M.Ag, MH. (Wakil Ketua MKD), Dr. Arie Sujito (Akademisi), 

dan Prof. Prof. Dr. Alois A. Nugroho (Pakar Etika Unika Atmajaya). 

 

Dalam sesi kedua ini, Wakil Ketua MKD Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, MH. 

menyampaikan bahwa optimalisasi penegakan etika lembaga DPR RI dapat 

dilakukan melalui 4 langkah kegiatan, yaitu:  

 

1) meningkatkan inisiatif;  

2) pengaturan kode etik sistem pendukung;  

3) peningkatan kapasitas penyelidik internal; dan  

4) menciptakan sinergi dengan instansi terkait, Disamping itu guna mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi MKD, DPR perlu memperbaharui kode etik sesuai 

dengan perkembangan zaman, yang salah satu penekanannya adalah 

memberlakukan etika sosial media.  

 

Sebagai bagian akhir dari kegiatan Seminar Nasional, Pimpinan MKD yang dalam 

hal ini diwakili oleh Habib Aboe Bakar Al Habsy, SE (Ketua Mahkamah 

Kehormatan Dewan DPR RI) dan Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn (Wakil 

Ketua MKD DPR RI) menguraikan bahwa arah baru kebijakan MKD Perode 2019-

2024 adalah:  

 

• Menguatkan tata kelola kelembagaan untuk mendukung kinerja MKD dalam 

penerapan Good Governance;  

• Meningkatkan sosialisasi MKD agar masyarakat memahami fungsi, peran, dan 

tata cara pelaporan di MKD;  



• Menguatkan kerja sama antar lembaga sebagai daya dukung dalam 

penyelesaian perkara di MKD;  

• Mengedepankan fungsi pencegahan dalam menjaga kehormatan DPR;  

• Menjaga solidaritas dan mengutamakan kepentingan MKD diatas kepentingan 

kelompok, fraksi, atau partai  

 

Dalam rangka mengimplementasikan arah kebijakan tersebut, MKD Periode 2019-

2024, menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:  

 

• Penguatan Internal MKD Penguatan internal MKD dilakukan dengan 

memperbaiki dan menguatkan kondisi internal MKD, berkaitan dengan tata 

kelola kelembagaan dan mekanisme berperkara.  

• Sosialisasi Fungsi dan Peran MKD Kegiatan sosialisasi fungsi dan peran MKD 

bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran, fungsi 

dan tata cara pelaporan di MKD.  

• Kerja sama MKD Kerja sama MKD bertujuan untuk memperkuat kerja sama 

dengan lembaga terkait lainnya sebagai bagian dari upaya pencegahan dan 

penindakan.  

• Langkah pencegahan Membuat langkah-langkah untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran etik oleh Anggota.  

 

3. Dalam kurun waktu Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 kegiatan yang 

dilakukan MKD adalah seputar penerimaan Pengaduan, penyelesaian Perkara 

Pengaduan, dan rapat terkait penataan intern MKD seperti penyusunan program 

MKD dan pembahasan mengenai SOP penerimaan dan verifikasi administrasi 

pengaduan. 


